
 
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Syahrun Mubarak 1 

TERBAIK DALAM PENERAPAN ETPD SE-SULTRA 

 

Sumber gambar: 
https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/08/image-502.png 

Isi Berita: 

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Pemerintah Pusat mendorong agar semua daerah di 

Indonesia bisa menerapkan elektronifikasi dalam proses transaksi. Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) juga terus berupaya agar seluruh transaksi 

keuangan yang dilakukan di daerah tersebut bisa secara elektronik. Berkat kerja maksimal 

tersebut, kabupaten berjuluk Bumi Pulau Kelapa itu bahkan berhasil menjadi yang terbaik 

di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam hal penggunaan dan penerapan Elektronifikasi 

Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, mengatakan, untuk 

penerapan ETPD, pihak Bank Indonesia (BI) merilis skor indeks capaian ETPD semester 

pertama untuk wilayah Sultra. Pemkab Konkep berhasil menempati urutan pertama dari 

17 kabupaten/kota dengan indeks skor 95,8 persen. “Alhamdulillah ETPD di Konkep 

terus mengalami kenaikan positif setiap tahun. Pada semester dua 2023 berada di urutan 

kedua dengan skor indeks 94,7 persen. Alhamdulillah semester pertama 2024 ini 

indeksnya naik 1,1 persen, menjadi 95,8 persen. Ini membuat kita berada pada urutan 

pertama dan menjadi jawara se Sultra. Peningkatan indeks ini terutama didorong dengan 

adanya penerapan UE Reader sebagai kanal pembayaran pajak dan daerah,” jelas 

Mahmud, Kamis (22/8). 
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Mantan Asisten Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Setkab Konkep tersebut 

mengungkapkan, upaya yang dilakukan hingga bisa memeroleh hasil tersebut dilakukan 

dengan inovasi dan mendorong penerapan ETPD secara maksimal. Dimulai dari 

pemanfaatan kanal pembayaran digital melalui mobile banking Bank Sultra (QRIS). 

Kemudian yang terbaru, kerja sama dengan Bank Sultra dalam penggunaan Kartu Kredit 

Pemerintah Daerah (KKPD) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam 

pengelolaan Keuangan. 

Selain itu pihaknya juga menyiapkan pembayaran berbasis QRIS, ATM, mobile/ sms 

banking, UE reader, Ecomerce pada pembayaran pajak bumi dan bangunan, BPHTB, 

reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak barang tertentu, retribusi pelayanan 

kesehatan serta retribusi pelayanan pasar. 

“Ada dua penilaian ETPD. Pertama elektronifikasi belanja, yakni penggunaan aplikasi 

berbasis digital dalam pengelolaan keuangan seperti Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah (SIPD). Kedua, Elektronifikasi dari segi pendapatan daerah, yakni pajak dan 

retribusi daerah melalui tapping box, tokopedia, mobile banking dan QRIS,” rinci 

Mahmud. 

Mantan Kabag Umum Setkab Konkep itu menambahkan, pihaknya berterima kasih atas 

dukungan bupati, wakil bupati, Sekab, Kepala OPD, staf BKD dan seluruh masyarakat. 

Baik penyedia maupun pengguna jasa Perbankan yang terus menyesuaikan kebijakan 

pemerintah dalam mendorong pemanfaatan kanal pembayaran berbasis digital. 

“Komitmen Pemkab dalam memertahankan digitalisasi daerah harus selalu ditingkatkan. 

Ini sesuai tujuan kita agar selalu tertib administrasi untuk pengelolaan keuangan daerah 

yang lebih baik,” harapnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://kendaripos.fajar.co.id/2024/08/23/terbaik-dalam-penerapan-etpd-se-sultra/, 

“Terbaik dalam Penerapan ETPD se-Sultra”, tanggal 23 Agustus 2024. 

2. https://harianpublik.id/konkep-terbaik-pertama-penerapan-etpd-se-sultra/, “Konkep 

Terbaik Pertama Penerapan ETPD se Sultra”, tanggal 22 Agustus 2024. 

 

Catatan: 

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 

Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 

Daerah, pada: 

a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 

Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah 
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transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai 

berbasis digital”. 

b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa “ETPD terdiri dari: 

1. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; dan 

2. elektronifikasi transaksi daerah”; 

c. Pasal 8: 

1. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Elektronifikasi transaksi pendapatan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari: 

a) transaksi pajak daerah; 

b) transaksi retribusi daerah; dan 

c) transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah 

2. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jenis pendapatan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”; 

d. Pasal 9: 

1. ayat (1) yang menyatakan bahwa “Elektronifikasi transaksi belanja daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari: 

a) transaksi belanja operasi; 

b) transaksi belanja modal; 

c) transaksi belanja transfer; dan 

d) transaksi belanja tak terduga”; 

2. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jenis belanja daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 

e. Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Tata cara implementasi ETPD dilakukan melalui: 

1. penyusunan peta jalan dan rencana aksi implementasi ETPD; 

2. transformasi pengelolaan transaksi pemerintah daerah tunai menjadi nontunai 

berbasis digital; 

3. pengembangan ETPD; 

4. kerja sama dengan Bank RKUD; 

5. sosialisasi dan edukasi; dan 

6. penyediaan layanan pengaduan”. 
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